PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO TIMUR

DENGAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1B TAMIANG LAYANG

NOMOR : W,17.PAS.PAS.-HH.04.02-300/2023
NOMOR : 400.811.2/046/DIsdukcapil/2023

TENTANG
PEMADANAN, VERIFIKASI, DAN VALIDASI DATA PENDUDUK WARGA BINAAN

PEMASYRAKATAN
Pada harl Inl senin Tanggal 14 bulan Februarl tahun 2023 Bertempat di Tamlang Layang, yang

bertanda tangan dibawah Inl:

1. Nama : H.MUSLIM RAHARIO, S.Pd, MAP
NIP 119651220 198408 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur

Dalam hal Inl bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Barito Timur yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

2. Nama : SURYA DHARMA, A.Md.IP,. S.H.
NIP 119701003 199303 1 001
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 11B Tamlang Layang

Dalam hal Inl bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas 11B Tamlang Layang
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara Bersama-sama disebut PARA PIHAK,
terlebih dahulu menerangkan sebagal berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Administrasi
Kependudukan Dan Pencatatan Sipll yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Barito

Timur,
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2. Bahwa PINAK KEDUA adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Kantor Wilayah / Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kalimantan Tengah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagal berlkut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasl Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesla Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor
6354);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses
dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1611);

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemadanan, Verifikasl, Dan Validasi
Data Penduduk Warga Binaan Pemasyrakatan Rumah Tahanan Negara Kelas |1B Tamiang Layang
Dengan ketentuan sebagal berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Pemadanan, Verifikasi, Dan Validasl
Data Penduduk Warga Binaan Pemasyrakatan Rumah Tahanan Negara Kelas 11B Tamiang Layang:

Pasal 2
Kewajiban PARA PIHAK

1) PIHAK KESATU mempunyal kewajiban untuk :
a. Melaksanakan Pemadanan, Verifikasl, Dan Validasi Data Penduduk Warga Binaan
Pemasyrakatan Rumah Tahanan Negara Kelas 1B Tamlang Layang
b. Memberikan kemudahan dalam Pemadanan, Verifikasl, Dan Validasi Data Penduduk
Bagi Warga Binaan Pemasyrakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tamlang Layang

2) PIHAK KEDUA mempunyal kewajiban untuk:

a. Menjaga kerahaslaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah dipadankan, Verifikasl,
dan di Validasl serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data
Kependudukan kepada plhak lain walaupun Jangka Perjanjian Kerjasama Inl telah
berakhir;
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Pasal 3
Hak PARA PIMAK

1) PINAK KESATU mempunyai hak untuk:

a. Mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA;

b. Mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan
kebenaran data yang telah dlakses oleh PIHAK KEDUA serta tidak dilakukannya
penyimpanan dan tidak diberikannya data Kependudukan kepada pihak lain walaupun
jangka Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

2) PIMAK KEDUA mempunyai hak untuk:

a. Mendapatkan hasil Pemadanan, Verifikasi, dan Validasi data kependudukan Warga
Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas 11B Tamiang Layang; dan

b. Mendapatkan Informasi dalam pelaksanaan Pemadanan, Verifikasi, dan Validasi data
Kependudukan bagi Warga Binaan Pemsyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas II1B
Tamiang Layang.

Pasal 4
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja sama ini oleh
PARA PIHAK. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan
PARA PIHAK.

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini berkahir apabila :
1) Jangka waktu perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK
untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu perjanjian Kerjasama ini berakhir, dan
2) Adanya perubahan terhadap kelembagaan PARA PIHAK, sehingga perlu pembaharuan
Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
Keadaan Memaksa (Force Majeure)

1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat
dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.

2) Keadaan memaksa sebagalmana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan
pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaaan PARA PIHAK.

Scanned with CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pasal 7
Penyelesalan Perselisihan

1) Apabila dikemudian harl timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan
pelaksanaan Perjanjlan Kerjasama Inl antara PARA PIHAK akan diselesalkan secara

musyawarah untuk mufakat,
2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapal,

maka akan diselesaikan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasl dan Pelaporan

1) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampalkan laporan data Warga Binaan Pemasyarakatan
yang sedang menjalani atau sudah selesai menjalani masa hukuman kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur

2) PIHAK KESATU melakukan evaluasl pemadanan, Verifikasl dan Validasi Data Kependudukan

Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 9
Lain-Lain

1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materl Perjanjian
Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan
dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan darl Perjanjian Kerjasama inl.

2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Ini
mengacu kepada Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 102 Tahun 2019 Tentang

Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan data Kependudukan.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama Ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhl meteral
cukup dan mempunyal kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

BAK KESATU

) ARJO S.Pd, MAP
Ma Utama Muda (IV/c)

‘NIP'. 19651220 198408 1 001
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